Abstrak

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan
pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 2021 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan
Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2014-2034; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung
Mas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian
Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Kuala Kurun Wilayah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2034.

a. penyelenggaraan pelayanan; b. nama, objek, subjek, dan golongan
retribusi; c. cara rnengukur tingkat penggunaan jasa; d. prinsip dan
sasaran penetapan besaran tarif; e. struktur dan besaran tarif; f.
pernungutan retribusi; g. pengembalian kelebihan pernbayaran; h.
insentif pemungutan; i. sanksi administrasi; J. penyidikan; k.
ketentuan pidana; dan 1. ketentuan peralihan.

Catatan

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April
2022.
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